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 ABSTRAK  
 
Pengaturan bentuk badan usaha terhadap pelaksanaan PMA merupakan perintah dari UU Penanaman modal 
yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada setiap penyelenggaraan PMA di Indonesia. hal 
tersebut tidak lain bertujuan agar penanaman modal yang menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian 
nasional dapat ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan 
lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan 
teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat 
dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Asas kepastian hukum merupakan suatu asas termasuk 
kedalam nilai dasar hukum. Asas ini pada pokoknya mengharapkan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti 
dalam bentuk yang tertulis. 
 
Kata Kunci : Badan Hukum, Penanaman Modal Asing, Kepastian Hukum 
 
PENDAHULUAN 

Investasi sebagai indikator dari tumbuh dan kembangnya ekonomi di suatu wilayah atau daerah. 
Investasi merupakan faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, dan investasi sebagai salah satu faktor 
yang mempengaruhi kesempatan kerja. Munculnya investasi akan mendorong munculnya proses produksi 
(output) dan output tersebut salah satu dihasilkan oleh manusia di dalamnya. 

Jadi hubungan antara investasi dengan kesempatan kerja sangat erat kaitannya, dimana munculnya 
investasi pasti akan memunculkan produksi yang dilakukan oleh beberapa tenaga kerja. Besarnya investasi di 
suatu negara/daerah menggambarkan besarnya aktivitas perekonomian, dan besarnya aktivitas perekonomian 
menggambarkan proses produksi yang cukup tinggi. Investasi merupakan suatu faktor krusial bagi 
kelangsungan proses pembangunan ekonomi (sustainable development), atau pertumbuhan ekonomi jangka 
panjang. Dengan adanya kegiatan produksi maka terciptalah kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat 
meningkat, yang selanjutnya menciptakan atau meningkatkan permintaan pasar. 

Masalah perbaikan ekonomi rakyat hendaknya diberikan prioritas utama di antara persoalan lain dan 
pelaksanaannya harus didasarkan kepada prinsip-prinsip ekonomi yang rasional dan realistis. Masalah ekonomi 
adalah masalah meningkatkan kemakmuran rakyat dengan menambah produksi barang dan jasa, sedang 
selanjutnya adalah masalah mengusahakan pembagian yang adil dari barang dan jasa hasil produksi. 
Peningkatan produksi dapat tercapai melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan 
pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Dalam rangka 
ini penanaman modal memegang peranan yang sangat penting (C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2008). 

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman modal adalah 
segala bentuk kegiatan menanam modal baik penanaman modal di dalam negeri maupun di luar negeri untuk 
melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebutkan juga bahwa penanaman modal asing 
adalah kegiatan menanam modal untuk melaksanakan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh 
penanam modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri (Pasal 1 
angka 3 UUPM).  

Undang-Undang Penanaman Modal juga memberikan definisi yuridis tentang modal asing, dimana 
modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha 
asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh 
pihak asing (Pasal 1 angka 8).  

Penanaman modal dalam negeri boleh berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum (Pasal 5 
ayat 1). Akan tetapi, penanaman modal asing yang berkedudukan di Indonesia menurut UUPM justru wajib 
dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas/PT (Pasal 5 ayat 2). 
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KAJIAN PUSTAKA 
Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum 

Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan 
berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam 
saham undang – undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UUPT). 
    Sebagai Badan Hukum, Perseroan Terbatas dianggap layaknya orang-perorangan secara individu yang 
dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, memiliki harta kekayaan sendiri, dan dapat dituntut serta menuntut 
di depan pengadilan. 
    Untuk menjadi Badan Hukum, Perseroan Terbatas harus memenuhi persyaratan dan tata cara 
pengesahan PT sebagaimana yang diatur dalam UUPT, yaitu pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM 
Republik Indonesia. Tata cara tersebut antara lain pengajuan dan pemeriksaan nama PT yang akan didirikan, 
pembuatan Anggaran Dasar, dan pengesahan Anggaran Dasar oleh Menteri. 
    Sebagai persekutuan modal, kekayaan PT terdiri dari modal yang seluruhnya terbagi dalam bentuk 
saham. Para pendiri PT berkewajiban untuk mengambil bagian modal itu dalam bentuk saham – dan mereka 
mendapat bukti surat saham sebagai bentuk penyertaan modal. Tanggung jawab para pemegang saham terbatas 
hanya pada modal atau saham yang dimasukkanya ke dalam perseroan (limited liability). Segala hutang 
perseroan tidak dapat ditimpakkan kepada harta kekayaan pribadi para pemegang saham, melainkan hanya 
sebatas modal saham para pemegang saham itu yang disetorkan kepada perseroan. 
 
Modal Perseroan Terbatas (PT) 

Modal Perseroan Terbatas terdiri dari Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor.  
1. Modal Dasar merupakan keseluruhan nilai perusahaan, yaitu seberapa besar perseroan tersebut dapat 

dinilai berdasarkan permodalannya. Modal Dasar bukan merupakan modal riil perusahaan karena 
belum sepenuhnya modal tersebut disetorkan – hanya dalam batas tertentu untuk menentukan nilai total 
perusahaan. Penilaian ini sangat berguna terutama pada saat menentukan kelas perusahaan. 

2. Modal Ditempatkan adalah kesanggupan para pemegang saham untuk menanamkan modalnya ke 
dalam perseroan. Modal Ditempatkan juga bukan merupakan modal riil karena belum sepenuhnya 
disetorkan kedalam perseroan, tapi hanya menunjukkan besarnya modal saham yang sanggup 
dimasukkan pemegang saham ke dalam perseroan. 

3. Modal Disetor adalah Modal PT yang dianggap riil, yaitu modal saham yang telah benar-benar 
disetorkan kedalam perseroan. Dalam hal ini, pemegang saham telah benar-benar menyetorkan 
modalnya kedalam perusahaan. Menurut UUPT, Modal Ditempatkan harus telah disetor penuh oleh 
para pemegang saham. 
 

Cir-ciri Perseroan Terbatas (PT) 
1. Kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi 
2. Modal dan ukuran perusahaan besar 
3. Kelangsungan hidup perusahaan ada di tangan pemilik saham 
4. Dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham 
5. Kepemimpinan mudah berpindah tangan 
6. Mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan 
7. Keuntungan dibagikan kepada pemilik modal/saham dalam bentuk dividen 
8. Kekuatan Dewan Direksi lebih besar dari pada kekuatan pemegang saham 
9. Sulit untuk membubarkan PT 
10. Pajak berganda pada pajak penghasilan / PPH dan pajak dividen 
11. Terdiri dari 2 orang atau lebih 
12. Memiliki kerjasama antar anggota 
13. Memiliki komunikasi antar anggota 
14. Memiliki tujuan yang ingin dicapai. 

 
Struktur Perseroan Terbatas (PT) 

1. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) 
Kewenangan RUPS meliputi : 

a. Memutuskan penyetoran saham dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya, misalnya 
dalam bentuk benda tidak bergerak. 
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b. Menyetujui dapat tidaknya pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan 
terhadap Perseroan menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran 
atas harga saham yang telah diambilnya. 

c. Menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan. 
d. Menyetujui penambahan modal perseroan. 
e. Memutuskan pengurangan modal perseroan. 
f. Menyetujui rencana kerja yang diajukan oleh Direksi. 
g. Memutuskan penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan 

dan mengatur tata cara pengambilan deviden yang telah dimasukkan ke cadangan khusus. 
h. Memutuskan tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan 

permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan waktu berdirinya, dan 
pembubaran perseroan. 

i. Mengangkat Anggota Direks dan Memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu dengan 
menyebutkan alasannya. 

 
2. Direksi 

Direksi adalah organ yang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai 
dengan maksud dan tujuan Perseroan. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan. Direksi 
mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, Direksi wajib : 

a. Untuk Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat 
Direksi untuk Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana 
dimaksud dalam undang-undang tentang Dokumen Perusahaan; 

b. Untuk Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan dan dokumen 
Perseroan lainnya. 
 

Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk : 
a. Mengalihkan kekayaan Perseroan; 
b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah 

kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain 
maupun tidak. 

Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada satu orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada 
orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang 
diuraikan dalam surat kuasa. 
 

3. Dewan Komisaris 
Ketentuan baru dalam UU ini adalah menambahkan Komisaris Independen dalam struktur 

organ perseroan. Komisaris Independen ini berasal dari luar kelompok Direksi dan Komisaris Utama. 
Hal ini guna menyeimbangkan peran Dewan Komisaris dan guna terciptanya iklim manajeman 
perseroan yang transparan, akuntabel dan profesional. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas 
kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha, 
dan memberi nasihat kepada Direksi. 

Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam hal 
melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan 
tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota 
Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas 
kewajiban yang belum dilunasi. 

Dewan Komisaris wajib : 
a. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya. 
b. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada 

Perseroan tersebut dan Perseroan lain. 
c. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang 

baru lampau kepada RUPS. 
 

4. Komite Audit 
 Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi kepengawasannya 
dengan melaksanakan kajian atas integritas laporan keuangan sebuah PT, manajemen risiko dan 
pengendalian internal, kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan perundang-undangan, kinerja, 
kualifikasi dan independensi auditor eksternal, dan implementasi dari fungsi audit internal. 
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5. Komite Nominasi dan Remunerasi 
Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab untuk menelaah dan merumuskan 

rekomendasi paket remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi serta merencanakan pencalonan dan 
nominasi calon yang akan diusulkan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau anggota 
berbagai Komite lainnya. 

 
6. Manajemen dan Tata Kerja Perseroan Terbatas (PT) 

Dalam Perseroan Terbatas (PT) sebuah manajemen dan tata kerja sangat lah di butuhkan guna 
mendongkrak kinerja sebuah PT dalam melakukan segala aktifitasnya. Manajemen itu sendiri dapat di 
artikan sebagai berikut : 

a. Manajemen 
Sebuah proses kegiatan dalam suatu Perseroan Terbatas (PT) yang bertujuan untuk pencapaian 
sebuah visi dan misi yang sama satu dengan yang lain, melalui kerja sama antara seluruh 
anggota – anggota Perseroan Terbatas (PT). 

b. Tata Kerja 
Merupakan suatu pola cara kerja sebuah perseroan terbatas (PT) yang berkegiatan untuk saling 
bekerja sama yang bertujuan agar tercapainya segala tujuan sebuah PT sesuai dengan 
perjanjian awal saat pendirian PT tersebut. 

c. Kebaikan Perseroan Terbatas (PT) 
1) Tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang saham terhadap utang-utang 

perusahaan. Maksudnya adalah jika anda termasuk pemegang saham dan kebetulan 
perusahaan punya utang, anda hanya bertanggung jawab sebesar modal yang anda 
setorkan. Tidak lebih. 

2) Kelangsungan perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin, sebab tidak tergantung 
pada beberapa pemilik. Pemilik dapat berganti-ganti. 

3) Mudah untuk memindahkan hak milik dengan menjual saham kepada orang lain. 
4) Mudah memperoleh tambahan modal untuk memperluas volume usahanya, misalnya 

dengan mengeluarkan saham baru. 
5) Manajemen dan spesialisasinya memungkinkan pengelolaan sumber-sumber modal 

untuk itu secara efisien. Jadi jika anda mempunyai manajer tidak cakap, anda bisa ganti 
dengan yang lebih cakap. 

d. Keburukan Perseroan Terbatas (PT) 
1) PT merupakan subyek pajak tersendiri. Jadi tidak hanya perusahaan yang terkena 

pajak. Dividen atau laba bersih yang dibagikan kepada para pemegang saham 
dikenakan pajak lagi sebagai pajak pendapatan. Tentunya dari pemegang saham yang 
bersangkutan. 

2) Jika anda akan mendirikan perseroan terbatas, pendiriannya jauh lebih sulit dari bentuk 
kepemilikan usaha lainnya. Dalam pendiriannya, PT memerlukan akte notaris dan ijin 
khusus untuk usaha tertentu. 

3) Biaya pembentukannya relatif tinggi. 
4) Bagi sebagian besar orang, PT dianggap kurang “secret” dalam hal dapur perusahaan. 

Hal ini disebabkan karena segala aktivitas perusahaan harus dilaporkan kepada 
pemegang saham. Apalagi yang menyangkut laba perusahaan. 
 

Penanaman Modal Asing 
Menurut UU no. 1 Tahun. 1967 dan UU No 11 Tahun. 1970 tentang PMA, yang dimaksud dengan 

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau 
berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan Perusahaan di 
Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. 

Sedangkan pengertian Modal Asing antara lain :  
1. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian kekayaan devisa Indonesia, yang dengan 

persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia. 
2. Alat untuk perusahaan, termasuk penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukan 

dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan 
Indonesia. 

3. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi 
dipergunakan untuk membiayai perusahaan diIndonesia 
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Kepastian Hukum 
 Banyak dari para ahli hukum telah memberikan pendapatnya terhadap apa yang dimaksud dengan asas 
hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, “asas hukum adalah jiwa-nya peraturan hukum, karena asas hukum 
merupakan dasar lahirnya peraturan hukum” (Sajipto Rahardjo, 1996).  
 Menurut Sudikno, “asas hukum merupakan ratio legis-nya peraturan hukum. Asas hukum 
(rechtsbeginsel) adalah pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang 
konkret (hukum positif) dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret” 
(Sudikno, 1996).  
 Menurut Roeslan Saleh, “asas hukum merupakan pikiran-pikiran dasar sebagai aturan yang bersifat 
umum menjadi fondamen sistem hukum” (Khudzaifah, 2005). Menurut Bellefroid, “asas hukum adalah norma 
dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan 
yang lebih umum, jadi asas hukum merupakan pengendapan hukum positif di dalam masyarakat”  
(Sudikno, 2004).  Menurut Paul Scholten, “asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan 
oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya 
sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada” (Sudikno, 2004).  

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, terhadap pengertian asas hukum, dapat disimpulkan bahwa 
asas hukum itu mengandung ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Asas hukum merupakan pikiran dasar atau norma dasar. 
2. Asas hukum itu bukan peraturan hukum kongkrit melainkan latar belakang dari peraturan hukum 

kongkrit. 
3. Asas hukum itu mengandung penilaian kesusilaan, jadi mempunyai dimensi etis. 
4. Asas hukum itu dapat ditemukan pada peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. 
 

Gustaf Radbruch, dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau 
tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari 
ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik 
adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran 
masyarakat. Menurut Radbruch, “kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi 
sebagai peraturan yang harus ditaati”. 

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam 
masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk noma 
hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena 
tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”. 

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi 
masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan 
dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah 
tafsir. Menurut Van Apeldoorn, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum 
dalam hal-hal yang konkret”.  

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat 
memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan 
yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu 
yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Secara gramatikal kepastian berasal dari kata pasti yang artinya sudah 
tetap, mesti dan tentu.  

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepastian yaitu perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), 
ketentuan, ketetapan sedangkan pengertian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu 
menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, jadi kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang 
dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap 
warga negara. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana 
pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif (R Flora, 2011).  

Mengutip pendapat Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat 
bahwa untuk mewujudkan “kepastian hukum” paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, 
yaitu: substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum (Lawrence, 2011).  

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus 
dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang 
berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.  

Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa“secara 
normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara 
operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan 
itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya” (Maria, 
1997).  
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Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas 
dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma 
dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan 
dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian 
hukum yang sesungguhnya adalah bila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip 
dan norma hukum. 

Menurut Bisdan Sigalingging: ”antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum 
seharusnya harus sejalan, tidak boleh hanya kepastian hukum bergantung pada law in the books tetapi kepastian 
hukum yang sesungguhnya adalah bila kepastian dalam law in the books tersebut dapat dijalankan sebagaimana 
mestinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dalam menegakkan keadilan hukum” 
(Sigalingging, 2014).  

 
METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, maka penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan fenomena 
yang ada, terutama yang berkaitan dengan Badan Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia Untuk 
Kepastian Hukum 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Penanaman Modal Asing Wajib dalam Bentuk Perseroan Terbatas 

Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan 
berkedudukan di wilayah Indonesia, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang”. Tujuan atas hal tersebut 
diterangkan dalam bagian penjelasan UUPM, yaitu merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan 
kepastian hukum dalam penyelenggaraan PMA.  

Perseroan terbatas atau naamloze vennootschap (dalam bahasa Belanda), company limitedby shares 
(dalam bahasa Inggris) (Abdul, 2010).  menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan 
kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang 
ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.  

Semua PT yang berbadan hukum Indonesia karena didirikan menurut hukum Indonesia, baik semua 
saham dimiliki oleh warga negara Indonesia atau sebagian saham dimiliki oleh warga negara asing, maka 
berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 diperintahkan nama perseroan dalam bahasa 
Indonesia sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar (Gatot, 2007).  

Berikut adalah instrumen kepastian hukum yang diberikan dalam PT sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) :  

1. Badan Hukum, karena : 
a. Pengesahan anggaran dasarnya dari Menteri Hukum dan Ham, apabila PT belum ada pengesahan 

maka statusnya belum sebagai badan hukum dan segala tanggung jawab dan kewajibannya sama 
halnya dengan persekutuan firma.  Melalui mekanisme ini, memperlihatkan bahwa adanya 
kepastian hukum terhadap setiap tindakan dan kegiatan usaha PT harus sesuai dengan UUPT dan 
anggaran dasar. Hal-hal tersebut tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan nama orang perorangan 
saja seperti pada badan usaha yang tidak berbadan hukum.  

b. PT merupakan bentuk organisasi yang teratur, ada RUPS, direksi, dan komisaris. 
c. Memiliki harta kekayaan sendiri, berarti mengenal adanya pemisahan harta kekayaan pribadi 

dengan harta kekayaan perusahaan 
d. Dapat melakukan hubungan hukum sendiri, atas nama perseroan; dan  
e. Mempunyai tujuan sendiri, yaitu mencari keuntungan  

 
2. Tanggung jawab pemegang saham terbatas, maksudnya terbatas pada nilai saham yang diambilnya, 

kecuali dalam hal : 
a. Persyaratan PT sebagai badan hukum belum terpenuhi. 
b. Pemegang saham memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi.  
c. Terlibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan PT dan menggunakan kekayaan PT; dan  
d. Pemegang saham secara melawan hukum menggunakan kekayaan PT sehingga perseroan tidak 

dapat melunasi utang-utangnya  
 

3. Berdasarkan Perjanjian : 
a. Didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih (perorangan atau badan hukum). 
b. Adanya kesepakatan para pihak yang mendirikan PT dan  
c. Kewajiban mengambil bagian pada saat pendirian 
d. Melakukan kegiatan usaha 
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e. Modal terbagi atas saham-saham (akumulasi modal). Dalam PT penggunaan modal untuk 
kegiatan usaha hanya dapat digunakan dengan persetujuan perseroan yang ditempuh dengan 
mekanisme dan kesepakatan para pemegang saham yang dituangkan dalam anggaran dasar. 
Sehingga setiap tindakan dalam PT merupakan tindakan atas nama perseroan dan tidak bisa 
dilakukan hanya dengan persetujuan orang perorangan semata. Demikian pula, bentuk penyertaan 
modal asing dalam suatu PT yang dapat dibuktikan dengan saham. Pengalokasian modal dengan 
bentuk saham ini memiliki maksud dan tujuan yang di antaranya menentukan: (i) besar suara 
dalam pengambilan keputusan terhadap tindakan perseroan dan (ii) menentukan besar dividen 
dan/atau kerugian (tanggung jawab) yang akan diterima/diderita atas kegiatan usaha perseroan.   

f. Jangka waktu dapat tidak terbatas. Tapi khusus untuk penanaman modal asing, jangka waktu di 
batasi selama 30 tahun. 

 
Jika di bandingkan dengan bentuk usaha yang tidak berbadan hukum, dari ketiga organ perseroan di 

atas (point 1 huruf b), masing-masing organ memiliki kapasitas dan kewajiban masing-masing dalam 
menjalankan kegiatan usaha perseroan yag dituangkan dalam anggaran dasar dan/atau UU No. 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan terbatas.  
 Berbeda halnya dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum yang dalam menjalankan kegiatan 
usahanya hanya dijalankan oleh paling sedikit 2 (dua) orang dan pengambilan keputusan dapat dilakukan 
langsung oleh persero/sekutu aktif dalam badan usaha non-badan hukum tersebut.  
 Kemudian terkait dengan tanggung jawab yang terbatas (point 2), itu berarti bahwa di dalam PT 
terdapat pemisahan kekayaan pribadi pemegang saham dengan PT itu sendiri. Berbeda halnya dengan badan 
usaha yang tidak berbentuk badan hukum, dalam pemenuhan tanggung jawab oleh para pendiri tidak dibatasi 
berdasarkan besar kekayaan yang ditanamkan dalam badan usaha, tetapi dapat mencakup kekayaan pribadi dari 
para pendiri tersebut. 
 Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa pengaturan bentuk badan usaha terhadap pelaksanaan PMA 
merupakan perintah dari UU Penanaman modal yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada 
setiap penyelenggaraan PMA di Indonesia.  
 Hal tersebut tidak lain bertujuan agar penanaman modal yang menjadi bagian dari penyelenggaraan 
perekonomian nasional dapat ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, 
menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan 
kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. 
 
KESIMPULAN 

Pengaturan bentuk badan usaha terhadap pelaksanaan PMA merupakan perintah dari UU Penanaman 
modal yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada setiap penyelenggaraan PMA di Indonesia. 
hal tersebut tidak lain bertujuan agar penanaman modal yang menjadi bagian dari penyelenggaraan 
perekonomian nasional dapat ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, 
menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan 
kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Asas kepastian hukum 
merupakan suatu asas termasuk kedalam nilai dasar hukum. Asas ini pada pokoknya mengharapkan dan 
mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis. 
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